
















A. Latar Belakang Masalah
Agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT, adalah sebagai pembawa
rahmat bagi seluruh alam, yang mengatur segala sendi kehidupan manusia dalam
semesta ini, di antara aturan tersebut adalah hukum mengenai perkawinan. Allah
SWT mensyari’atkan perkawinan sebagai realisasi  kemaslahatan primer, yaitu
mempertahankan keturunan, manusia terbebani tanggung jawab untuk membina
keluarga dan pendidikan generasi.1
Pada hakikatnya perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang
laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2
Surat Ar-Ruum ayat 21 :
ِﻟ ﺎﺟﺍﻭﺯﹶﺃ ﻢﹸﻜِﺴﹸﻔﻧﹶﺃ ﻦِﻣ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﻖﹶﻠﺧ ﹾﻥﹶﺃ ِﻪِﺗﺎﻳﺁ ﻦِﻣﻭ ﹰﺓﺩﻮﻣ ﻢﹸﻜﻨﻴﺑ ﹶﻞﻌﺟﻭ ﺎﻬﻴﹶﻟِﺇ ﺍﻮﻨﹸﻜﺴﺘ
 ﹶﻥﻭﺮﱠﻜﹶﻔﺘﻳ ٍﻡﻮﹶﻘِﻟ ٍﺕﺎﻳﻵ ﻚِﻟﹶﺫ ﻲِﻓ ﱠﻥِﺇ ﹰﺔﻤﺣﺭﻭ)٢١(
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berpikir”.3
1 Muhammad Sa’id Ramadhon, Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam, h. 132
2
 Undang-undang Perkawinan di Indonesia, h. 5
3 Al-Juma>natul ‘Ali, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 407
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2Perkawinan itu harus ada syarat dan rukun tertentu oleh karena itu, suatu
perkawinan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinannya itu
tidak sah. Perkawinan itu menjadi sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun
perkawinan. Sedangkan batalnya suatu perkawinan adalah apabila ternyata
dikemudian hari diketahui dari salah satu syarat atau rukun perkawinan tidak
terpenuhi.
Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 22, yaitu
perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk
melangsungkan perkawinan.4
Dalam hukum Islam dijelaskan tentang seorang laki-laki diharamkan
menikahi perempuan yang sudah menjadi istri orang lain, sesuai dengan surat
surat An-Nisa ayat 24 :
 َﺀﺍﺭﻭ ﺎﻣ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﱠﻞِﺣﹸﺃﻭ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ِﷲﺍ ﺏﺎﺘِﻛ ﻢﹸﻜﻧﺎﻤﻳﹶﺃ ﺖﹶﻜﹶﻠﻣ ﺎﻣ ﻻِﺇ ِﺀﺎﺴِّﻨﻟﺍ ﻦِﻣ ﺕﺎﻨﺼﺤﻤﹾﻟﺍﻭ
 ﻦﻫﻮﺗﺂﹶﻓ ﻦﻬﻨِﻣ ِﻪِﺑ ﻢﺘﻌﺘﻤﺘﺳﺍ ﺎﻤﹶﻓ ﲔِﺤِﻓﺎﺴﻣ ﺮﻴﹶﻏ ﲔِﻨِﺼﺤﻣ ﻢﹸﻜِﻟﺍﻮﻣﹶﺄِﺑ ﺍﻮﻐﺘﺒﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﹸﻜِﻟﹶﺫ
ﹶﻓ ﻦﻫﺭﻮﺟﹸﺃ ﺎﻤﻴِﻠﻋ ﹶﻥﺎﹶﻛ َﷲﺍ ﱠﻥِﺇ ِﺔﻀﻳِﺮﹶﻔﹾﻟﺍ ِﺪﻌﺑ ﻦِﻣ ِﻪِﺑ ﻢﺘﻴﺿﺍﺮﺗ ﺎﻤﻴِﻓ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﺡﺎﻨﺟ ﻻﻭ ﹰﺔﻀﻳِﺮ
 ﺎﻤﻴِﻜﺣ)٢٤(
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-
budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-
Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari
isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-
isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada
mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah
mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya,
sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Bijaksana”.5
4
 Undang-undang Perkawinan di Indonesia, h. 12
5 Al-Juma>natul ‘Ali, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 83
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3Menurut KHI pasal 71 dan pasal 72 suatu perkawinan dapat dibatalkan
apabila :
Pasal 71 :
1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian masih menjadi isteri pria lain
yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami
sebelumnya.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan
dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak
berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
Pasal 72 :
1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang
melanggar hukum
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan
atau salah sangka mengenai diri suami/isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari
keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap
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4hidup sebagai suami-isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan
permohonan pembatalan, maka haknya gugur.6
Dalam pasal 71 poin 2 di atas terdapat suatu petunjuk mengenai poliandri.
Poliandri ini bisa terjadi di masyarakat, yang perlu kita pahami adalah bagaimana
kasus seperti ini bisa terjadi, apakah karena mereka tidak tahu akibat hukum dari
poliandri ini atau mereka sudah tahu tetapi tidak peduli akibat hukumnya, yang
lebih tragis lagi yaitu tentang status anak dari poliandri ini. Sesungguhnya Allah
sudah menjelaskan tentang perkawinan sesuai dengan surat An-Nahl ayat 72 :
 ﻢﹸﻜﹶﻗﺯﺭﻭ ﹰﺓﺪﹶﻔﺣﻭ ﲔِﻨﺑ ﻢﹸﻜِﺟﺍﻭﺯﹶﺃ ﻦِﻣ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﹶﻞﻌﺟﻭ ﺎﺟﺍﻭﺯﹶﺃ ﻢﹸﻜِﺴﹸﻔﻧﹶﺃ ﻦِﻣ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﹶﻞﻌﺟ ُﷲﺍﻭ
ﺕﺎﺒِّﻴﱠﻄﻟﺍ ﻦِﻣ.
“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan
bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu
rezki dari yang baik-baik?”7
Status anak dari perkawinan poliandri ini menimbulkan beberapa
kontroversi antara hukum di Indonesia dengan hukum Islam menurut pendapat
para fuqoha’. Menurut hukum di Indonesia, anak yang dilahirkan dari suatu
perkawinan maka status anak itu sudah jelas yaitu anak sah, walaupun
perkawinannya tidak sah dan dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jombang.
Sedangkan menurut hukum Islam sendiri, para fuqaha’berpendapat bahwa
perkawinan yang tidak sah maka anak yang dilahirkan itu tidak sah, jadi anaknya
dianggap sama dengan anak zina, karena tidak mungkin perkawinan yang tidak
sah bisa melahirkan anak yang sah.
6
 KHI, h. 193
7 Ibid., h. 290
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5Di dunia ini, adanya suatu akibat pasti bermula dari adanya sebab, begitu
juga dengan adanya perkawinan, maka lahirlah adanya suatu akibat hukum,
seperti timbulnya hak dan kewajiban suami-isteri, konsekuensi lain dari adanya
suatu perkawinan yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak
yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Seorang ayah kandung berkewajiban
untuk memberikan jaminan nafkah pada anak kandungnya, dan seorang anak
begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya, baik makanan,
pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Kewajiban seorang ayah yang dijelaskan di atas akan menjadi kontroversi
mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah? Hukum
positif dan hukum Islam berbeda pendapat mengenai status anak ini.
Dengan kenyataan ini, maka studi analisis terhadap putusan PA Jombang
tentang status anak dari pembatalan perkawinan No.1433/Pdt.G/2008/PA
Jombang ini sangat diperlukan, sehingga dapat ditemukan hukum yang menjadi
kemaslahatan manusia yang tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits.
B. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahannya sebagai berikut:




62. Apa dasar hukum yang digunakan sebagai pijakan hakim untuk
membatalkan perkawinan ?
3. Bagaimana status hukum terhadap anak dari pembatalan perkawinan
menurut Undang-Undang Perkawinan dan menurut pendapat Fuqoha’ ?
C. Kajian Pustaka
Masalah status anak dari pembatalan perkawinan ini, sudah pernah di bahas
sebelumnya, diantaranya oleh Siti Fatimah dengan judul status anak dari
perkawinan akibat penolakan isbat nikah menurut UU perkawinan tahun 1974.
studi kasus PA Malang yang intinya membahas stasus anak dari perkawinan yang
sah secara agama akan tetapi tidak sah menurut Undang-undang perkawinan
tahun 1974.
Berbeda halnya dengan pembahasan skripsi ini, penulis membahas tentang
status anak dari pembatalan perkawinan yang masih kontroversi yaitu:
Perkawinan harus ada syarat dan rukun tertentu, jika sudah terpenuhi syarat dan
rukunnya, maka perkawinan itu menjadi sah. Akan tetapi jika perkawinan itu
tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan itu tidak sah. Kemudian
batalnya suatu perkawinan itu terjadi apabila ternyata di kemudian hari diketahui
dari salah satu syarat atau rukun perkawinan itu tidak terpenuhi.
Dari uraian di atas, status anak dari pembatalan perkawinan itu di anggap
sah oleh Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam, akan tetapi
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7menurut hukum Islam itu sendiri sudah jelas bahwa anak itu di anggap tidak sah
karena lahir dari perkawinan yang tidak sah.
Oleh karena itu perlu penelitian lebih mendalam tentang status anak dari
pembatalan perkawinan yang terjadi di PA Jombang, No.1433/Pdt.G/2008/PA
Jombang.
D. Tujuan Penelitian
Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yang
hendak dicapai adalah :
1. Untuk mengetahui secara mendalam putusan PA No.1433/Pdt.G/2008/PA
Jombang tentang pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui secara mendalam dasar hukum yang digunakan sebagai
pijakan hakim untuk membatalkan perkawinan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak dari pembatalan perkawinan.
E. Kegunaan Hasil Penelitian
Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka studi ini diharapkan
akan berguna untuk :
1. Kegunaan secara teoritis yaitu untuk memperkaya khazanah intelektual
dalam bidang hukum, khususnya hukum Islam yang ada kaitannya dengan
status anak dari perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan
untuk bahan kajian selanjutnya bagi penelitian berikutnya.
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82. Kegunaan secara praktis yaitu menjadi bahan pertimbangan bagi kumum
untuk memutuskan perkara status anak.
F. Definisi Operasional
Untuk menghindari adanya interpretasi yang tidak sesuai dengan judul
penelitian ini, maka disini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara
operasional. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah :
1. Analisis Hukum Islam : kajian yang membahas tentang status anak dari
pembatalan perkawinan menurut fuqoha’ dan KHI.
2. Pembatalan Perkawinan : perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak
tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.8
3. Status anak : hubungan nasab anak dengan seorang laki-laki yang
mengawini ibunya kemudian perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan
Agama.9
G. Metode Penelitian
1. Data yang dikumpulkan
Adapun data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini adalah data tentang nasab
anak dari pembatalan perkawinan dan analisis tentang status anaknya yang
masih kontroversi.
8 Ibid., h. 7
9




Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :
a. Sumber data primer
1) Putusan PA No.1433/Pdt.G/2008/PA Jombang.
2) Para hakim Pengadilan Agama Jombang
b. Sumber data sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari :
1) Analisa hukum Islam tentang anak luar nikah, karya Siti Zubaidah
2) Fiqh 5 Madzhab, karya Muhammad Jawad Mugniyah
3) Hukum perdata Islam di Indonesia, karya Abdul Manan
4) Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia, karya Abdul
Manan.
5) Al-Qur'an dan terjemahnya karya Al-Juma>natul ‘Ali.
3. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini
digunakan teknik :
a. Melakukan telaah terhadap putusan PA No.1433/Pdt.G/2008/PA Jombang.
b. Wawancara pada hakim untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
4. Teknik analisis data
Deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu melukiskan kasus
tentang pembatalan perkawinan secara sistematis dan cermat kemudian
dikaitkan dengan status anak. Dari sudut pandang pendapat fuqoha’ dan KHI





Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis
mengorganisasikan sistematika pembahasan sebagai berikut:
Bab pertama, adalah merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini berisi
gambaran secara umum pembahasan penelitian yang meliputi : latar belakang,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.
Bab kedua, adalah merupakan bab pembahasan teoritis yang berisikan
tinjauan umum tentang status anak dari pembatalan perkawinan.
Dengan menggunakan kerangka teori yang meliputi : pengertian pembatalan
perkawinan dan faktor-faktor penyebab pembatalan perkawinan serta akibat
hukum terhadap pembatalan perkawinan, kemudian pengertian status anak dan
syarat-syarat anak sah.
Bab ketiga, adalah merupakan deskripsi PA Jombang
No.1433/Pdt.G/2008/PA Jombang dengan mengemukakan hasil penelitian
putusan Pengadilan Agama Jombang yang meliputi : kompetensi absolut dan
kompetensi relatif PA Jombang, kemudian dasar pertimbangan hukum putusan
PA No.1433/Pdt.G/2008/PA Jombang, tentang pembatalan perkawinan kemudian
proses penyelesaian pembatalan perkawinan serta dasar dan pertimbangan hukum





Bab keempat, adalah mengemukakan beberapa pendapat mengenai analisis
hukum Islam tentang status anak dari pembatalan perkawinan menurut fuqoha’
dan analisis status anak dari pembatalan perkawinan menurut Undang-undang
Perkawinan dan KHI.
Bab kelima, adalah merupakan bab terkhir dari pembahasan penelitian ini






TINJAUAN UMUM TENTANG STATUS ANAK DARI
PEMBATALAN PERKAWINAN
A. Pembatalan Perkawinan
1. Pengertian pembatalan perkawinan
Yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.1 Sedangkan menurut
Al-Jaziri nikah batil dibedakan dengan nikah fasid, yang dimaksud dengan
nikah fasid dan nikah batil yang dimaksud nikah fasid adalah nikah yang tidak
memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan, dan yang
dimaksud nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang
telah ditetapkan oleh syara'. Hukum nikah yang tidak memenuhi syarat dan
rukunnya maka pernikahannya tidak sah.2
Ash-Shan’ani mengemukakan bahwa nikah fasid itu tidak ada dalam
al-Qur'an dan al-Hadits, dengan demikian sarahnya tidak ada. Lebih lanjut
Ash-Shan’ani mengemukakan bahwa pada dasarnya dalam syari'at Islam
hanya ada nikah yang sah dan nikah yang batil saja, tidak ada nikah yang
terletak di antara nikah sah dan nikah yang batil itu.3 Tetapi para ahli hukum
1
 Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, h. 7
2
 Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqhu ala Madzhibil Arba’ah, Juz iv, H. 118
3




Islam di kalangan al-Hadawiyah mengemukakan bahwa sesungguhnya ada
pernikahan di antara nikah sah dan nikah batil yaitu apa yang disebut dengan
“Aqdu an-Nikah” yang perkembangan lebih lanjut disebut nikahul fasid.
Meskipun ash-Shan’ani tidak mengakui eksistensi nikahul fasid ini,
tetapi para ahli hukum Islam yang lain dalam menyusun karya mereka
memberikan batasan tentang nikahul fasil ini, tetapi kadar pembahasannya
masih sangat terbatas dan klasifikasinyapun berbeda antara nikahul fasid
dengan nikahul bathil.
Meskipun kedua hal ini menjadi ikhtilaf para ulama’ dan para ahli
hukum Islam, tetapi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan dan sangat sulit
dibedakan di antara keduanya. Nikah al-bathil adalah pernikahan yang
dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi rukun nikah
yang ditetapkan syara' tidak terpenuhi. Sedangkan nikah fasid adalah nikah
yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan wanita tetapi syarat-syarat
yang ditetapkan oleh syara' tidak terpenuhi. Hukum kedua pernikahan tersebut
adalah tidak sah dan harus dibatalkan.
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.
Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, karena keduanya merupakan
sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan
syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila




berbeda, rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan
bagian yang mewujudkan perkawinan tersebut. Sedangkan syarat adalah
sesuatu yang berada di luar perkawinan, syarat itu ada yang berkaitan dengan
rukun, maksudnya adalah syarat yang berlaku untuk setiap bagian yang
menjadi rukun.
Dalam hukum perkawinan, menempatkan mana yang rukun dan mana
yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama’ yang tidak bersifat
substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan karena berbeda
dalam melihat fokus perkawinan itu. Hal-hal yang harus ada dalam suatu
perkawinan adalah akad, laki-laki dan perempuan yang akan dikawin, wali
dari mempelai perempuan, saksi dan mahar.
Ulama hanafiyah melihat perempuan itu dari segi ikatann yang berlaku
antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu,
yang menjadi rukun perkawinan adalah akad nikah yang dilakukan oleh dua
pihak yang melangsungkan perkawinan. Sedangkan yang lainnya seperti
kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan pada syarat perkawinan ulama
hanafiyah membagi syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:
a. Syurut} al-Shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam
perkawinan, syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan
akibat hukum, bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu




b. Syurut} al-Nufuz, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu
perkawinan, seperti wali yang melangusngkan akad perkawinan adalah
seseorang yang berwenang untuk itu.
c. Syurut} al-Luzum, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu
perkawinan, seperti suami sitri harus sekufu dengan istrinya.4
Menurut Jumhur ulama rukun perkawinan ada 5 dan masing-masing
rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu yaitu:




4) Dapat memberikan persetujuan
5) Tidak terdapat halangan perkawinan




4) Dapat memberikan persetujuan
5) Tidak terdapat halangan perkawinan
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c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
1) Laki-laki
2) Dewasa
3) Mempunyai hak perwalian
4) Tidak terdapat halangan perwalian
d. Saksi nikah :
1) Minimal dua orang laki-laki
2) Hadir dalam ijab qobul
3) Dapat mengerti maksud akad
4) Islam
5) Dewasa
e. Ijab qabul, syarat-syaratnya :
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata
tersebut.
4) Antara ijab dan qobul bersambungan
5) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya





7) Majlis ijab dan qobul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon
mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang
saksi.5
Walaupun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih
ikhtilaf dikalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima
ini.
Sedangkan mahar ialah sebagai syarat sahnya perkawinan di dalam
surah an-Nisa’ ayat 4 :
 ﺎﹰﺌﻴِﻨﻫ ﻩﻮﹸﻠﹸﻜﹶﻓ ﺎﺴﹾﻔﻧ ﻪﻨِﻣ ٍﺀﻲﺷ ﻦﻋ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﻦﺒِﻃ ﹾﻥِﺈﹶﻓ ﹰﺔﹶﻠﺤِﻧ ﻦِﻬِﺗﺎﹶﻗﺪﺻ َﺀﺎﺴِّﻨﻟﺍ ﺍﻮﺗﺁﻭ
 ﺎﹰﺌﻳِﺮﻣ)٤(
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik
akibatnya”.6
Dan pada surat an-Nisa’ ayat 24
 ﻢﹸﻜِﻟﺍﻮﻣﹶﺄِﺑ ﺍﻮﻐﺘﺒﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﹸﻜِﻟﹶﺫ َﺀﺍﺭﻭ ﺎﻣ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﱠﻞِﺣﹸﺃﻭ ﺎﻤﹶﻓ ﲔِﺤِﻓﺎﺴﻣ ﺮﻴﹶﻏ ﲔِﻨِﺼﺤﻣ
 ﹰﺔﻀﻳِﺮﹶﻓ ﻦﻫﺭﻮﺟﹸﺃ ﻦﻫﻮﺗﺂﹶﻓ ﻦﻬﻨِﻣ ِﻪِﺑ ﻢﺘﻌﺘﻤﺘﺳﺍ......)٢٤(
“Dan Dihalalkan bagi kamu (mengawini) perempuan-perempuan dengan
hartamu ( mahar ),serta beristri dengan dia, bukan berbuat jahat. Jika  kamu
telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, Hendaklah kamu
memberinya mas kawin yang telah kamu tetapkan.7
5
 Amir Nuruddin, Hukum Perdata,……………, h. 63
6 Al-Juma>natul ‘Ali, al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 78




Di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak secara tegas menyatakan
adanya lembaga nikah al-fasid dan nikah bathil, hanya ada pasal-pasal yang
mengatur tentang batalnya perkawinan dan tata cara permintaan pembatalan
serta alasan-alasan yang diperbolehkan mengajukan pembatalan nikah saja.
Tetapi substansi dalam praktik pembatalan nikah yang diajukan ke Pengadilan
Agama adalah karena adanya kurang rukun dan syarat-syarat yang
diperlakukan untuk sahnya suatu pernikahan.
Dengan demikian, secara tersirat dapat diketahui bahwa nikah al-fasid
diakui eksistensinya di dalam Undang-undang perkawinan dan peraturan
pelaksanaannya, meskipun tidak secara tegas mengatakan bahwa lembaga
nikah al-fasid merupakan suatu institusi yang berdiri sendiri.
Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya pasal-pasal dalam kedua
peraturan perundang-undangan tersebut menggunakan kata-kata pembatalan
yang substansinya adalah sama dengan ketentuan yang tersebut dalam nikah
al-fasid dan nikah al-bathil. Ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang
perkawinan dan peraturan pelaksanaannya lebih luas cakupannya yaitu
meliputi nikah al-fasid dan nikah al-bathil, yaitu semua pernikahan yang
kurang rukunnya menurut syara' dan pernikahan yang kurang syaratnya
sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara' serta peraturan yang berlaku.
Oleh karena nikah al-fasid tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-




yang beragam terhadap nikah yang boleh dibatalkan dan siapa yang
diperbolehkan mengajukan pembatalan itu serta syarat-syarat sahnya nikah itu
sendiri.
Ketentuan yang tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan suatu kesatuan
yang tidak terpisahkan ataukah suatu hal yang berdiri sendiri, sampai sekarang
ketentuan yang terakhir masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum
dan para praktisi.8
Di dalam Pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan dengan tegas :
Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Di dalam penjelasan kata “dapat” dalam Pasal di atas ini bisa diartikan
bisa batal atau bisa tidak batal, selama ketentuan hukum agamanya masing-
masing tidak menentukan lain.
Istilah “batal”nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham karena
terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (neitig) tersebut. Batal
berarti nietig zonder kracht (tidak ada kekuatan) zonder waarde (tidak ada
nilai). Dapat dibatalkan berarti nietig verklaard, sedangkan absolut nietig
adalah pembatalan mutlak.9
Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-undang perkawinan ini berarti
dapat difasidkan. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti
8
 Abdul Manam, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 40
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sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya
pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.10
Kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya
pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga
perkawinan itu terlanjur terlaksana. Walaupun sesudah itu ditemukan
pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat.
Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan
tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-
pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga
dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang
memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.11
2. Faktor-faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan
Sesuai dengan Pasal 70 KHI beberapa faktor penyebab pembatalan
perkawinan diantaranya ialah :
a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad
nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu
dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raji.
b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya
c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak 3 kali
olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain
10 Ibid., h. 27
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yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah
habis masa iddahnya.
d. Perkawinan dilakukan antara 2 orang yang mempunyai hubungan darah
semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi
perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu:
1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara
saudara antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang
dengan saudara neneknya.
3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ayah
tiri.
4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan,
saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari
istri/istrinya.
Sedangkan menurut pasal 71 KHI sesuatu perkawinan dapat dibatalkan
apabila :
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi
istri pria lain yang mafqud.




d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974.
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang
tidak berhak.
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.12
Suatu perkawinan dapat dibatalkan demi hukum dan bisa dibatalkan
oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan.
a. Pelanggaran prosedural perkawinan
b. Pelanggaran terhadap materi perkawinan
Contoh pertama : misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah,
tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan contoh
kedua: adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah
sangka mengenai calon suami dan istri.
Untuk lebih rincinya sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan
tersebut dapat dilihat di Undang-undang No. 1 tahun 1974. adapun
perkawinan yang dapat dibatalkan adalah seperti yang terdapat dalam
Undang-undang Perkawinan sebagai berikut:
Pasal 22
Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat
untuk melangsungkan perkawinan.
12





Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari
kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan
pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal
3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.
Pasal 26
1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan
yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan
tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh
para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri,
jaksa dan suami istri.
2. hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam
ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami
istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai
pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus
diperbaharui supaya sah.
Pasal 27
1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang
melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah
sangka mengenai diri suami atau istri.
Selanjutnya berkenaan dengan pihak-pihak yang berkuasa sebagai
penggugat dalam perkeara pembatalan perkawinan adalah :
Pasal 23
Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri




c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan
setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap
perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan
dimuat dalam Pasal 28 ayat 1.
Batalnya suatu perkawinan di mulai setelah keputusan pengadilan mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya
perkawinan.13
3. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan
Apabila perkawinan sudah dibatalkan oleh Pengadilan Agama, maka
seorang suami istri itu tidak boleh tinggal bersama lagi karena sudah tidak ada
ikatan perkawinan, akan tetapi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang
tidak sah tersebut tetap menjadi anak yang sah yang dinasabkan kepada ayah
dan ibunya, sesuai dengan kompilasi Hukum Islam.
Pasal 75
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :
a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami/istri yang murtad
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad
baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Pasal 76
Batalnya suatu perakwinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara
anak dengan orang tuanya.14
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Hubungan hukum anak dan orang tuanya menyangkut hak dan
kewajiban salah satu pihak terhadap yang lain.
                             
                
Orang tua mempunyai kewajiban memelihara, kewajiban mengasuh,
mendidik dan menjaga, melindungi anak menurut kadar kemampuan.
(QS. Al-Baqarah ayat 233)15
 ﺎﻤﻬﻌِﻄﺗ ﻼﹶﻓ ﻢﹾﻠِﻋ ِﻪِﺑ ﻚﹶﻟ ﺲﻴﹶﻟ ﺎﻣ ﻲِﺑ ﻙِﺮﺸﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﻰﻠﻋ ﻙﺍﺪﻫﺎﺟ ﹾﻥِﺇﻭ
“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu
yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti
keduanya,”. (QS. Luqman ayat 15)16
                         
Serta memelihara orang tuanya setelah usia lanjut.(QS. Al-Isra’ ayat 23)17
Menurut Abdur Rozak anak mempunyai hak-hak yaitu:
a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
b. Hak anak dalam kesucian keturuannya.
c. Hak anak menerima pemberian nama yang baik.
d. Hak anak dalam menerima susuan.
e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.




15 Al-Juma>natul ‘Ali, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 38
16 Ibid., h. 413




g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran18
Hak anak ada pada setiap anak, tidak membedakan apakah anak itu
anak sah atau yang hanya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan
ibunya dan keluarga ibunya.19
B. Status Anak
1. Pengertian Status Anak
Membahas tentang status anak yaitu: anak yang sah adalah anak yang
dilahirkan dalam, atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kalau diamati
prinsip di atas, dapat diartikan bahwa “hubungan hukum antara orang tua dan
anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya”.20
Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti
yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui
hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya
setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya
harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain yaitu
hanya dinasabkan pada ibunya saja.
Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan
ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaiknya anak yang lahir di
luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa
disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya
18
 Abdul Rozak Husen, Hak Anak Dalam Islam, h. 21
19 Siti Zubaidah, Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, h. 41
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memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan
asal usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.21
2. Syarat-syarat Anak Sah
Dalam pandangan Hukum Islam, ada 4 syarat supaya nasab anak itu
dianggap sah, yaitu:
a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan
wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut
beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila
anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut
adalah anak sah.
b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan paling sedikit
6 bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini ini terjadi ijma’ para
pakar hukum Islam (fuqoha) sebagai masa terpendek dari suatu
kehamilan.
c. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang
kehamilan. Tentang hal ini diperselisihkan oleh pakar Hukum Islam.
d. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li’an. Jika
seorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam
masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada
alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya
dengan cara li’an.
21




Menurut Anwar al-Amrusy dalam bukunya Siti Zubaidah22 bahwa
seseorang yang menikah dengan seorang wanita hamil dan secara diam-diam
orang laki-laki tersebut mengakui sebagai orang yang menghamili wanita
tersebut, maka perbuatan yang demikian itu merupakan hak yang menunjukkan
sebagai pengakuan terhadap persetubuhan yang dilakukannya dengan wanita itu
sekaligus kepada anak yang dilahirkannya. Walaupun anak yang dilahirkannya
kurang dari 6 enam bulan lamanya sejak ia menikah secara resmi.
Tentang hal ini sudah menjadi ketentuan normatif dalam hukum Islam yang
memandang tidak ada ketentuan hukum yang bulat tentang masalah nasab ini.
Sehingga apabila terjadi hal sebagaimana yang telah diuraikan itu tentu saja dapat
dibenarkan. Lagi pula hal-hal yang menyangkut tentang nasab ini tidak dapat
diketahui secara menyeluruh dan secara terbuka serta selalu disaksikan oleh
masyarakat umum.
Tentang masalah adanya ketunggalan hukum yang bulat sebagaimana
tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam masalah nasab itu ada hal yang
berlawanan dalam suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu kehamilan. Pada suatu
sisi terdapat ketentuan yang menyatakan minimal enam bulan lamanya masa
kehamilan sehingga anak yang dilahirkan itu tidak sah, di sisi anak yang lahir itu
dianggap sah karena secara diam-diam ada laki-laki yang mengaku dialah yang
menghamili wanita tersebut. oleh karena laki-laki tersebut sudah menikah secara
sah.23
22
 Siti Zubaidah, Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, h. 73
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DESKRIPSI PUTUSAN PA JOMBANG NO. 1433/Pdt.G/2008/PA. JOMBANG
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
A. Kompetensi Pengadilan Agama Jombang
1. Kompetensi Absolut
Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan mengadili
antar lingkungan peradilan.1 Kekuasaan pengadilan agama Jombang pada
hakikatnya sama dengan kekuasaan Pengadilan Agama di Indonesia.
Kompetensi lingkungan peradilan Agama, hanya meliputi bidang
perdata tertentu, seperti yang tercantum dalam Pasal 49 UU no 7 tahun 1989
yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
infaq, shodaqah dan ekonomi Syari’ah.2
Di luar bidang itu, Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan
memutus perkaranya. Sifat masing-masing lingkungan peradilan bersifat
“Absolut” atau disebut juga : atribusi kekuasaan kehakiman.3
Misalnya perkara perceraian orang yang bukan beragama Islam,
Pengadilan Agama mutlak “tidak berwenang” memeriksa dan mengadili.
1 Bagir Manan, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Agama, h. 60
2 Nur Hadi, Himpunan Perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung RI
serta Badan Peradilan di Indonesia, h.




Perkara yang demikian secara absolut menjadi kewenangan yuridiksi
peradilan umum. Sebaliknya sengketa perceraian orang yang beragama Islam
yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, mutlak menjadi
yuridiksi Pengadilan Agama. Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara
dan Peradilan Militer secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan
memutus, karena sengketa tersebut masuk kompetensi lingkungan peradilan
agama.
Tujuan penentuan batas kewenangan setiap lingkungan peradilan, agar
terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-
masing lingkungan. Masing-masing berjalan pada rel yang telah ditentukan
untuk mereka lalui tidak saling berebut kewenangan. Di samping tujuannya
untuk membina kekuasaan kehakiman yang tertib, sekaligus memberi
ketentraman dan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan, lingkungan
peradilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang
sedang dihadapinya. Dengan adanya pembatasan kompetensi absolut bagi
masing-masing lingkungan, memberi arah yang pasti bagi setiap anggota
masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkara.4
Apabila kewenangan Absolut tidak diletakkan di masing-masing
lingkungan peradilan pasti akan terjadi suatu kekuasaan kehakiman yang
kacau balau. Suatu perkara bisa diperiksa dan diadili berulang kali. Penegakan
kepastian hukum hancur berantakan misalnya, terjadi sengketa warisan.




Sekiranya tidak ditentukan kewenangan mengadili secara absolut, bisa saja
pihak penggugat mengajukannya ke salah satu lingkungan peradilan yang
disukainya. Contoh : Awalnya diajukan ke peradilan agama tetapi pihak
lawannya mengajukan pula gugatan atas perkara yang sama itu juga ke
Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Masing-masing
menjatuhkan putusan yang saling berbeda, maka akan terjadi kacau balau
tidak ada lagi penegakan dan kepastian hukum dalam keadaan yang seperti
itu.
Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Pengadilan Agama
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyitaan dan ekseskusi.
b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan
peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
lingkungan Pengadilan Agama, (Umum, Kepegawaian dan Keuangan
kecuali biaya perkara).
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam
pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun




e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian
harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama
Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam
Pasal 107 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan
agama.
f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
pelayanan riset, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
Beberapa kewenangan Absolut yaitu:
1) Wewenang absolut atau wewennang mutlak adalah menyangkut
pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan
peradilan.
2) Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu
selama proses pemeriksaan berlangsung.
3) Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang
untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada
eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf
pemeriksaan termasuk dalam taraf banding dan kasasi.
4) Apabila eksepsi diterima maka putusannya berbunyi :
Dalam eksepsi :
- Menerima eksepsi tergugat





Putusan seperti ini adalah putusan akhir yang dapat dimohonkan
banding dan kasasi.
5) Apabila eksepsi ditolak, maka hakim memberikan putusan sela yang
amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk
melanjutkan pemeriksaan perkara. Putusan sela tidak dituangkan dalam
suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus diucapkan
dalam sidang pengadilan, tetapi putusan sela hanya dicatat dalam Berita
Acara Persidangan (Pasal 185 ayat 1 HIR atau Pasal 196 ayat 1 RBG).
6) Putusan sela yang tidak diterima para pihak, hanya dapat diajukan
banding bersama-sama dengan putusan akhir (Pasal 9 ayat 1 Undang-
undang Nomor 20 Tahun 1947).
2. Kompetensi Relatif
Wewenang nisbi adalah kewenangan yang dikaitkan dengan wilayah
hukum atau untuk menjawab pertanyaan kepada pengadilan dimanakah
gugatan atau tuntutan harus diajukan.5
Beberapa macam kewenangan relatif yaitu:
a. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBG, Pengadilan Agama
berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :
1) Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam
(jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).




2) Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu
tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah
hukum Pengadilan Agama menurut pilihan penggugat.
3) Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-
tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
4) Tempat tinggal penggugat atau salah satu dari penggugat, dalam hal :
- Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di
mana ia berada.
- Tergugat tidak dikenal (Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat
tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak
diketahui lagi tempat tinggalnya).
5) Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang
menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka
gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal
118 ayat 3 HIR).
6) Untuk daerah yang berlaku RBG, apabila obyek gugatan menyangkut
benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang
meliputi wilayah hukum di mana benda tidak bergerak itu berada
(Pasal 142 ayat 5 RBG).
7) Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan




b. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan
(eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, Pengadilan Agama
tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang, yang menyatakan bahwa
eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan
sidang dan apabila diajukan terlambat, hakim dilarang untuk
memperhatikan eksepsi tersebut.
c. Pengecualian :
1) Dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan,
gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Agama tempat tinggal
orang tuanya, walinya atau pengampunya (Pasal 21 BW).
2) Yang menyangkut pegawai negeri, berlaku ketentuan Pasal 118
HIR/Pasal 142 Rbg.
3) Tentang penjaminan (Vrijwaring), yang berwenang untuk
mengadilinya adalah Pengadilan Agama yang pertama di mana
pemeriksaan dilakukan (Pasal 14 R.V).
d. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi :
Dalam eksepsi:
- Menerima eksepsi tergugat
- Menyatakan Pengadilan Agama ........... (pengadilan yang mengadili
sekarang) tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.6
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Wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang terdiri dari 21 Kecamatan
yang meliputi 30% desa atau Kelurahan, yakni:
No Wilayah Hukum Jumlah Kelurahan/Desa
1. Kecamatan Jombang 20
2. Kecamatan Diwek 20
3. Kecamatan Gudo 18
4. Kecamatan Perak 13
5. Kecamatan Tembelang 14
6. Kecamatan Megaluh 13
7. Kecamatan Bandar Kedungmulyo 11
8. Kecamatan Plandaan 13
9. Kecamatan Kudu 10
10. Kecamatan Ngusikan 12
11. Kecamatan Ploso 13
12. Kecamatan Kabuh 16
13. Kecamatan Mojoagung 18
14. Kecamatan Kesamben 14
15. Kecamatan Peterongan 14
16. Kecamatan Jogoroto 11
17. Kecamatan Sumobito 21
18. Kecamatan Mojowarno 19
19. Kecamatan Ngoro 13
20. Kecamatan Bareng 13




B. Proses Penyelesaian Pembatalan Perkawinan yang Terjadi di Pengadilan
Agama Jombang No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg.
Diketahui bahwa pembatalan perkawinan dalam Islam merupakan solusi
terbaik dalam kehidupan rumah tangga, artinya pembatalan perkawinan itu hanya
merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi kehidupan keluarga. Oleh karena itu
untuk melakukan pembatalan perkawinan, masing-masing pihak tidak mudah
begitu saja datang ke Pengadilan Agama dan meminta agar memutuskan
perkawinannya, tetapi harus mempunyai alasan yang cukup.
Seperti perkara yang diteliti penulis di Pengadilan Agama Jombang adalah
perkara No: 1433/Pdt.G/2008/PA.jbg. Dalam perkara ini yang memeriksa dan
mengadili adalah majlis hakim yang terdiri dari Drs. Zamroni Rosadi, SH, sebagai
ketua majlis, Drs. H. Musyaffa’ MH dan Drs, H. Muh. Syafi’i SH, MH sebagai
hakim anggota serta dibantu oleh Drs. Syafrudin sebagai panitera pengganti.
Perkara pembatalan perkawinan telah diajukan oleh “Rohim” umur 35
tahun, agama Islam, pekerjaan kepala kantor urusan agama, bertempat tinggal di
dusun Sunggingan RT.001 RW.001 No. 9 desa Morosungingan Kecamatan
Peterongan Kabupaten Jombang. Dalam hal ini memilih domisili di KUA
Kecamatan Tembeleng yang beralamat di jalan raya Tembelang No.95 Kabupaten
Jombang yang selanjutnya disebut sebagai pemohon.
Mengajukan gugatan terhadap “Sulastri” perempuan yang berumur 34




desa mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, selanjutnya
disebut sebagai Termohon 1.
Dan mengajukan gugatan terhadap “Bambang” laki-laki yang berumur 34
tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di dusun Sugihwaras
desa mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, disebut sebagai
Termohon II.
Berdasarkan berita acara persidangan, tahap awal dalam persidangan adalah
melakukan upaya perdamaian atau mediasi antara pihak yang bersengketa.
Namun upaya mediasi ini gagal, kemudian dilakukan tahap-tahap persidangan.
Selanjutnya yaitu pembacaan permohonan beserta alasan-alasannya. Adapun
alasan-alasan pemohon, yaitu:7
1. Termohon I dan termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26
Desember 2007 dihadapan pegawai pencatat nikah, berdasarkan kutipan Akta
Nikah nomor: 553/44/XII/2007 yang dikeluarkan kepala kantor urusan agama
Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.
2. Berdasarkan data pencatatan pernikahan yang bersangkutan, Termohon I
bestatus janda cerai, dengan Akta Cerai nomor: 1134/AC/2005/PA.jbg tanggal
22 Agustus 2005. Sedangkan Termohon II berstatus jejaka.
3. Setelah menikah, Termohon I dan Termohon II, hidup rukun dan telah
melakukan hubungan suami istri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai satu
orang anak, sampai saat ini belum pernah cerai.




4. Selanjutnya kantor urusan agama didatangi seorang yang bernama SAMPON
bin YASIR, tempat tinggal di dusun Sugihwaras desa Mojokrapak Kecamatan
Tembelang Kabupaten Jombang.
5. Laki-laki tersebut mengaku sebagai suami sah dari Termohon I yang menikah
pada tanggal 14 September 1995, berdasarkan bukti otentik yang
disampaikannya kepada pemohon berupa kutipan Akta Nikah
Nomor: 221/67/X/1995 tanggal 14 September 1995, yang dikeluarkan oleh
kantor urusan agama Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.
6. Antara lelaki tersebut dengan Termohon I masih dalam ikatan perkawinan
yang sah, karena hingga saat ini mereka belum pernah cerai.
7. Terjadinya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut,
menunjukkan kalau Termohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-
laki lain.
8. Atas laporan laki-laki tersebut, kemudian pemohon berusaha untuk
mengadakan klarifikasi kepada Termohon I dan ternyata apa yang dilaporkan
laki-laki tersebut adalah benar dan Termohon I tidak membantahnya.
9. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon beranggapan Termohon I telah
melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan Akta Cerai untuk
keperluan pernikahannya dengan Termohon II yang mengakibatkan cacatnya
syarat perkawinan, yaitu tidak ada Akta Cerai dari Pengadilan Agama.
10. Pemohon berpendapat, pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II




11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada
Pengadilan Agama Jombang untuk berkenan memanggil dan memeriksa
pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
a. Mengabulkan permohonan pemohon
b. Membatalkan pernikahan antara Termohon I “Sulastri” dengan Termohon
II “Bambang” yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2007
berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 553/44/XII/2007 yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.
c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau
apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Kemudian persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal
20 Oktober 2008 pemohon menyerahkan alat bukti bukti tertulis yang berupa :
1. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor: 221/67/X/1995 tanggal 14 September
1995.
2. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor: 553/44/XII/2007 tanggal 26 Desember
2007.
Di samping itu penggugat mengajukan 2 orang saksi, yaitu:  Untung Fatoni




Yang di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
1. Bahwa saksi-saksi kenal dengan pemohon karena saksi pernah datang
kekantornya di KUA dan saksi juga kenal dengan Termohon I dan Termohon
II karena mereka suami istri.
2. Saksi-saksi mengaku pemohon adalah pegawai KUA Kecamatan Tembelang
yang telah mencatatkan perkawnan Termohon I dan Termohon II pada tanggal
26 Desember 2007. Perkawinannya tercatat di KUA dengan Akta Nikah
nomor: 553/44/XII/2007.
3. Saksi-saksi mengaku baru mengetahui Termohon I kawin lagi dengan
Termohon II setelah perkawinan mereka dilaksanakan pada tahun 2007, dan
ternyata Termohon I belum pernah bercerai dengan Sampon bin Yasir di
Pengadilan Agama Jombang.
4. Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya dan pemohon
menyatakan sudah tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang akan
diajukan di depan sidang, lalu majlis menyatakan pemeriksaan bukti-bukti
sudah cukup.
C. Dasar dan pertimbangan Hukum Putusan PA Jombang Tentang Pembatalan
Perkawinan No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg
Perkara pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sesuai
nomor: 1433/pdt.G/2008/PA.jbg, telah diputuskan oleh Pengadilan Agama




pemohon dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 269.000.
Majelis hakim Pengadilan Agama Jombang menetapkan, membatalkan
perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut II tersebut dengan
pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut:
Pertimbangan pertama, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah pemohon sebagai Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tembelang Kabupaten Jombang yang mencatat pernikahan Sulastri dan Bambang
Hariyono pada tanggal 26 Desember 2007 dihadapan pejabat pencatat nikah dan
pernikahan tersebut tercatat pada Kecamatan Tembelang  dengan Akta Nikah
nomor. 553/44/XII/2007. Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan atas
pernikahan Sulastri dan Bambang dengan alasan perkawinan tersebut tidak
memenuhi syarat karena Sulastri ternyata diketahui kemudian masih terikat tali
perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Sampon bin Yasir dan
Sulastri tidak memiliki Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
Jombang.
Dengan demikian Pengadilan Agama berpendapat alasan pembatalan nikah
tersebut dapat dibenarkan mengingat Pasal 22 jo Pasal 9 Undang-Undang  no 1
tahun 1974, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.
Pertimbangan kedua, atas permohonan pemohon tersebut, Termohon I dan
Termohon II mengakui telah menikah atas dasar Akta Cerai yang telah diperoleh
Termohon I yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Slamet dari




Jombang, dan setelah itu Termohon I minta konfirmasi bahwa Akta Cerai tersebut
tidak terdaftar dalam register Pengadilan Agama Jombang atas nama Termohon I.
Pertimbangan ketiga, bukti-bukti yang diberikan oleh pemohon yang
berupa; 1) Foto copy Akta Nikah nomor; 221/67/x/1995 tanggal  14 September
1995 cocok dengan aslinya; 2) Foto copy Akta Nikah nomor: 553/44/XII/2007
tanggal 26 Desember 2007 juga cocok dengan aslinya.
Pertimbangan keempat, saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan
sidang di bawah sumpahnya, keterangan didasarkan pada pengelihatan dan
pendengarannya sendiri. Maka kesaksian tersebut harus diterima sebagai bukti
karena sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dan kedua saksi itu
tidak terikat hubungan keluarga dan perkawinan, maka Pengadilan Agama
berpendapat kesaksiannya harus dapat diterima, karena sesuai dengan ketentuan
Pasal 145 ayat (2) HIR.
Mengenai pemohon adalah pejabat kepala kantor urusan agama Kecamatan
Tembelang nomor: kk.13.17.04/PW.01/51/IX/2008. yang menemukan fakta kalau
Termohon I dan Termohon II perkawinannya diajukan pembatalan, yang
dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tembelang, dengan faktor-faktor tersebut
Pengadilan Agama berpendapat bahwa pemohon mengajukan pembatalan nikah
atas Termohon I dan Termohon II adalah sudah tepat. Karena pemohon adalah
pejabat yang mencatat perkawinan tersebut sehingga dapat mengajukan
pembatalan nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf “c” Undang-undang




Tembelang yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang sehingga
telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang nomor 1
tahun 1974.
Mengenai fakta berdasarkan bukti-bukti pemohon yang telah menunjukkan
pernikahan Termohon I dan Termohon II pada tanggal 26 Desember 2007 dan
perkawinannya dicatat pada kantor urusan agama Kecamatan Tembelang dengan
Akta nomor: 553/44/XII/2007, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa
perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan pada Pasal 2 UU No.1 tahun 1974
sehingga perkawinan tersebut sah menurut prosedur pencatatan perkawinan.
Berdasarkan bukti pemohon, ditemukan fakta bahwa pada tanggal
14 September 1995 Termohon I dengan seorang laki-laki bernama Sampon bin
Yasir telah melangsungkan perkawinan dan dicatat di kantor urusan agama
Kecamatan Tembelang dengan Akta nomor: 221/67/X/1995, maka Pengadilan
Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Sampon bin
Yasir telah memenuhi ketentuan pada Pasal 2 Undang-undang nomor 1
tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut sah menurut prosedur pencatatan
perkawinan.
Ditemukan fakta berdasarkan bukti berita acara persidangan perkara ini
tanggal 20 Oktober 2008 ternyata Termohon I mengaku perkawinannya dengan
Sampon bin Yasir belum pernah putus karena perceraian dan masih sebagai suami




Karena terbukti perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak
memenuhi syarat sahnya perkawinan karena Termohon I masih menjadi istri
orang lain, maka perkawinan tersebut dinyatakan batal, sehingga petitum
permohonan ini dapat dikabulkan, dan Akta Nikah
nomor: 553/44/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan kantor
urusan agama Kecamatan Tembelang harus dinyatakan tidak mempunyai





ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK
DARI PEMBATALAN PERKAWINAN
A. Analisis Status Anak Dari Pembatalan Perkawinan
No: 1433/Pdt.G/2008/PA.Jombang Menurut Undang-Undang Perkawinan
Dan Menurut Kompilasi Hukum Islam
Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan berkeluarga yang
merupakan kelompok masyarakat terkecil, merasa belum lengkap dan bahagia
apabila tidak terdiri dari ayah, ibu dan anak, sehingga dapat dikatakan bahwa
dengan adanya anak adalah merupakan penerus dari cita-cita perjuangan keluarga.
Pada dasarnya dalam suatu perkawinan mempunyai tujuan utama yaitu
untuk hidup bersama dalam suasana penuh kasih sayang dan rukun sejahtera
sampai akhir hayatnya, Namun dalam suatu perkawinan tidak terlepas begitu saja
dari kemungkinan lahirnya seorang anak sebagai hasil dari perkawinan. Oleh
karena itu, hidup bersama dalam sebuah keluarga belum dapat dikatakan
sempurna apabila suami istri belum dikaruniai seorang anak.
Oleh karena itu, masalah anak merupakan bagian yang harus mendapatkan
perhatian khusus karena anak juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai
salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan




mempunyai ciri dan sifat khusus. Untuk itu, seorang anak memerlukan pembinaan
dan perlindungan sosial secara utuh, maka perlu adanya pembinaan dan
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,
mental dan sosial secara utuh,maka perlu adanya pembinaan dan perlindungan
bagi anak tersebut, baik melalui lembaga non formal seperti orang tua asuh, orang
tua angakt dan sebagainya. dan upaya-upaya tersebut dilakukan oleh orang tua
yang bertujuan semata-mata demi kepentingan anak.1
Sebagaimana diterapkannya pembatalan perkawinan dalam bab III, yang
dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang, adalah merupakan perkara yang
sangat penting dilakukan, karena tujuannya untuk meuwujdkan kemaslahatan dan
menghindari kemadhorotan bagi umat manusia.
Dalam hal ini status anak dari perkawinan Sulastri dengan Bambang yang
masih diperselisihkan oleh Undang-undang perkawinan dan menurut hukum
Islam. menurut Undang-undang perkawinan tahun 1974 yaitu sesuai Pasal 42 :
“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah.”
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akan tetapi menurut Undang-undang
perkawinan dan kompilasi hukum Islam : seorang anak yang dilahirkan dari suatu
perkawinan, maka status anak itu tetap bernasab atau mempunyai hubungan




perdata pada ayah dan ibunya walaupun perkawinan antara ayah dan ibunya tidak
sah menurut Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.
Sesuai Pasal 75 :
“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak
yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.”
Ditinjau dari segi biologis setiap orang mesti mempunyai ayah dan ibu.
Ibunya adalah wanita yang melahirkannya, sedangkan ayahnya ialah yang
membenihkan dia. Kemudian apakah orang tua biologis ini juga selalu merupakan
orang tua yuridis? Menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia UUP 1
tahun 1974 (2 Januari 1974) yang menyangkut ibunya selalu begitu, sedangkan
yang menyangkut ayahnya tidak selalu begitu.2
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah. Maka timbullah pertanyaan: Apakah ada perkawinan yang
tidak sah? Mengingat, bahwa setiap perkawinan pada dewasa ini sejak
diundangkannya PP No. 9 tahun 1975 harus dilangsungkan dihadapan pejabat
pencatat perkawinan, bahwa sebelumnya surat-surat yang diperlukan untuk
melangsungkan perkawinan harus diteliti terlebih dahulu oleh pejabat yang
bersangkutan. Dan bila telah memenuhi persyaratan yang diperintahkan oleh
Pasal 3, 4 dan 5 PP 9/1975 yang kemudian diumumkan oleh pejabat sesuai
dengan ketentuan Pasal 9 PP 9/1975 barulah perkawinan itu dapat dilangsungkan.
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Dengan demikian secara teoretis tidak ada perkawinan yang tidak sah,
sehingga dua kata terakhir yaitu kata-kata “yang sah” adalah berlebihan..
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat 2 sub a undang-undang
perkawinan, dimungkinkan pula keabsahan seorang anak yang dilahirkan dari
suatu perkawinan yang dinyatakan batal oleh pengadilan dimana batalnya suatu
perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum
yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Dalam hal ini dapat
disimpulkan, bahwa seorang anak secara yuridis adalah sah, meskipun secara
yuridis tidak pernah ada perkawinan orang tuanya.3
B. Analisis Status Anak dari Pembatalan Perkawinan
No. 1433/Pdt.G/2008/PA.Jombang menurut Pendapat Fuqoha
Sebagaimana diterapkannya pembatalan perkawinan karena Sulastri
menikah dengan Bambang, tetapi Sulastri belum bercerai dengan Sampon yang
statusnya masih suami sahnya Sulastri, adalah bertujuan untuk menegakkan
hukum yang berlaku di Indonesia, terlebih lagi menegakkan Hukum Islam.
Akibat dari perkawinan Sulastri dengan Bambang yang berlangsung kurang
lebih 1 tahun, akhirnya mereka mempunyai satu orang anak. Status anak inilah
yang akan menjadi kontroversi dari kalangan fuqoha’.
Nasab atau keturunan artinya pertalian atau hubungan yang menentukan
asal-usul seseorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyaratkannya
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pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar yang lahir
dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas, artinya anak itu sah
mempunyai bapak dan ibu, akan tetapi kalau anak itu lahir di luar pernikahan
yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas karena hanya mempunyai
ibu tetapi tidak mempunyai bapak.4
Dalam sebuah Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim dari
Aisyar ra. yang menyatakan :
ﺖﻟﺎﻗ ﺭ ،ﺔﺸﺋﺎﻋ.ﻉ . ﻡﻼﻏ ﰱ ﺔﻤﻋﺯ ﻦﺑﺍ ﺪﺒﻋﻭ ﺹﺎﻗﻭ ﰉﺍ ﻦﺑﺪﻌﺳ ﻢﺼﺘﺣﺍ
 ﺪﻌﺳ ﻝﺎﻘﻓ :ﷲﺍ ﻝ ﻮﺳﺭﺎﻳ .ﺍ ﻦﺑ ﺔﺒﺘﻋ ﻰﺧﺍ ﻦﺑﺍ ﺍﺬﻫ ﻪﻨﺑﺍ ﻪﻧﺍ ﱃﺍ ﺪﻬﻋ ﺹﺎﻗﻭ ﰉ
ﱃﺍﺮﻈﻧﺍﻪﻬﺒﺷ .ﺔﻤﻋﺯ ﻦﺑﺍ ﺪﺒﻋ ﻝﺎﻗﻭ :ﺳﺭﺎﻳ ﻰﺧﺍ ﺍﺬﻫ ﺵﺍﺮﻓ ﻰﻠﻋ ﺪﻟﻭ ﷲﺍ ﻝﻮ
ﻪﺗﺪﻴﻟﻭ  ﻦﻣ ﰉﺍ . ﺹ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭﺮﻈﻨﻓ.ﻡ . ﻝﺎﻘﻓ ﺔﺒﺘﻌﺑﺎﻨﻴﺑﺎﻬﺒﺷ ﻯﺃﺮﻓ ﻪﻬﺒﺷ ﱃﺍ
ﺮﺨﳊﺍ ﺪﻫﺎﻌﻠﻟﻭ ﺵﺍﺮﻔﻠﻟ ﺪﻟﻮﻟﺍ ﺔﻬﻣﺯ ﻦﺑﺍ ﺪﺒﻋﺎﻳ ﻚﻟﻮﻫ .)ﻢﻠﺴﻣ ﻯﻭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ(
Artinya : Sa’ad bin Abi Waqos dan Abdu bin Zam’ah pernah berselisih dalam
perkara seorang anak kecil, Sa’ad berkata: “Ya Rasulullah/anak ini
putra saudaraku Utbah bin Abi Waqos. Ia telah mengatakan padaku,
bahwa anak ini adalah anaknya cobalah engkau perhatikan wajahnya.
Ketika dilihat oleh Rasulullah ternya wajah anak itu mirip benar
dengan Utbah, lalu Nabi SAW bersabda: Anak itu anak engkau ya Abu
bin Zam’ah, anak zina itu telah untuk ibunya dan hak bagi laki-laki
berzina itu dilempar batu (ajam)”. (HR. Bukhori dan Muslim)5
Dari kisah tersebut jelaslah bahwa anak kecil itu dihukumi dan diputuskan
oleh Rasulullah SAW, menjalani hak Abdu bin Zam’ah sebagai saudaranya
4
 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, h. 157
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(keturunan ibu) dan tidak dianggap anak dari saudara Sa’ad bin Abi Waqos yang
telah berzina dengan Zam’ah.6
Menurut pendapat madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali : Anak itu
dinasabkan kepada suaminya yang kedua, Hanafi mengatakan lagi: seorang
perempuan yang berada di Barat menikah dengan seorang laki-laki di Timur.
Sesudah enam bulan, istri melahirkan anak. Dalam hal ini, anak tersebut
dinasabkan kepada pasangan suami istri itu, meskipun jarak antara keduanya tidak
memungkinkan untuk bertemu tetapi ada akad.7
Kasus yang sudah dijelaskan dalam putusan PA
No.1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg di atas mengungkapkan bahwa status anak dari
perkawinan yang dibatalkan ialah syubhat. Sesuai dengan pendapat imamiyah,
syubhat ialah manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran
tidak tahu bahwa wanita tersebut haram dia campuri.
Hubungan syubhat ini ada dua macam yaitu: Syubhat dalam akad dan
syubhat dalam tindakan (perbuatan).
1. Syubhat dalam akad adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan akad
nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya,
tapi kemudian ternyata bahwa akadnya tersebut fasid karena satu dan alasan
lain.
6 Ibid., h. 161
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2. Syubhat dalam tindakan (perbuatan) yakni manakala seorang laki-laki
mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik
sah maupun fasid, semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya atau
dia meyakini bahwa wanita tersebut adalah halal untuk dicampuri. Ternyata
kemudian bahwa wanita itu adalah halal untuk dicampuri atau ternyata
kemudian bahwa wanita itu adalah haram untuk dicampuri. Termasuk dalam
kategori ini adalah hubungan seksual yang dilakukan orang gila, orang mabuk
dan orang mengigau, tapi ternyata kemudian wanita itu bukan istrinya. Jika
melahirkan anak dari dua syubhat ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan
nasabnya kepada bapak syubhatnya atas pengakuannya.
Anak syubhat itu kedudukan tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki
yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya. Dalam syubhat
akad, setelah diketahui kekeliruan itu maka istrinya harus harus diceraikan karena
perkawinan dengan orang-orang yang haram dinikai. Oleh karena masalah
syubhat ini suatu yang diragukan keadaannya (ada kesamaran antara hak dan
batil), maka syubhat ini tidak dihukumkan berdosa dan tidak dikenakan sangsi
had, apabila syubhat betul-betul terjadi dengan tidak sengaja dan sama sekali
tidak direkayasa.8
Sejalan dengan uraian di atas, maka anak yang dilahirkan melalui hubungan
syubhat seperti itu, dia merupakan anak sah sebagaimana halnya dengan anak
yang lahir melalui perkawinan yang sah, tanpa adanya perbedaan sedikitpun, baik
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syubhat tersebut merupakan syubhat akad maupun syubhat tindakan. Jadi,
barangsiapa yang mencampuri seorang wanita dalam keadaan mabuk, mengigau,
gila, dipaksa atau melakukannya sebelum usia baligh atau mengira bahwa wanita
itu istri tapi ternyata bukan, lalu wanita itu melahirkan seorang anak maka anak
itu dikaitkan dengannya.
Sedangkan menurut imamiyah: Nasab yang sah ditetapkan untuk anak
tersebut berikut hak-hak yang dimilikinya melalui kesyubhatan tersebut, kalau
orang melakukan kesyubhatan itu tidak mengakui anak tersebut, maka hubungan
nasab anak itu sama sekali tidak ternafikah, bahkan laki-laki tersebut dipaksa
harus mengakuinya.
Dalam kitab al-Ahwal al-Syakhsiyah karangan Muhyidin disebutkan bahwa
nasab tidak bisa ditetapkan dengan jenis kesyubhatan manapun, kecuali bila laki-
laki yang melakukan hubungan syubhat tersebut mengakui anak tersebut
sebagaimana anaknya, sebab dialah yang paling tahu tentang dirinya. Dari
pendapat Muhiddin terlihat bahwa pengaitan nasab itu tidak sah bila dikiaskan
dengan orang gila, mengigau dan mabuk. Sebab mereka yang disebutkan ini tidak
sadar akan diri mereka (ketika melakukan hubungan seksual tersebut).
Demikian pula pada syubhat dalam akad sebab antara akad yang sah dengan
yang tidak sah, tidak ada perbedaannya sama sekali kecuali dalam kewajiban
menceraikan laki-laki dan wanita yang melaksanakan akad, mankala terbukti
bahwa akad tersebut tidak sah.9
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Ulama Sunni dan syi’i sependapat bahwa, manakala kesyubhatan dengan
salah satu pengertiannya di atas telah terjadi, maka si-wanita harus menjalani
iddah sebagaimana layaknya wanita yang dicerai, sebagaimana halnya dengan
kewajiban membayar mahar secara penuh kepadaNya. Wanita tersebut dihukumi
sebagaimana halnya dengan seorang istri (yang sah) dalam hal iddah, mahar dan
penentuan nasab.
Selanjutnya syubhat itu bisa terjadi pada pihak laki-laki dan wanita, di mana
keduanya tidak tahu dan tidak sadar. Tetapi bisa juga terjadi pada salah satu
pihak, misalnya wanitanya tahu bahwa dia punya suami yang sah (dan dia tahu
pula bahwa laki-laki yang mencampurinya itu bukan suaminya), tapi dia
sembunyikan hal itu terhadap laki-laki tersebut. atau si laki-lakinya waras
sedangkan si-wanitanya gila atau dalam keadaan mabuk. Kalau kesubhatan
tersebut terjadi pada kedua belah pihak, maka anak yang dihasilkan dari
hubungan tersebut dikaitkan nasabnya pada keduanya. Sedangkan bila hanya
terjadi pada salah satu pihak, maka anak tersebut dikaitkan nasabnya hanya pada
orang yang mengalami kesyubhatan, dan ditiadakan dari yang tidak
mengalaminya.
Kalau ada seorang laki-laki mencampuri seorang wanita, lalu mengaku
bahwa hal itu dia lakukan karena tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu






Sesungguhnya prinsip-prinsip syari’at baik di kalangan Sunni maupun syi’i,
sama-sama menganjurkan tidak diperkenankannya menjatuhkan putusan terhadap
anak manusia yang lahir dari sperma mereka sebagai anak zina (anak haram),
sepanjang terbuka kemungkinan untuk menetapkannya sebagai anak syubhat.
Kalau hakim mempunyai 99 indikator untuk menetapkan seorang anak sebagai
anak zina dan satu indikator yang menetapkan sebagai anak syubhat, maka dia
harus memberlakukan indikator yang disebut anak syubhat dan mencampakkan
99 indikator lainnya itu. Dalam rangka merajihkan (mengutamakan) yang halal
atas yang haram, yang sah atas yang fasid, karena firman Allah SWT yang
berbunyi :
 ﺍﻮﺴﺴﺠﺗ ﻻﻭ ﻢﹾﺛِﺇ ِّﻦﱠﻈﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﱠﻥِﺇ ِّﻦﱠﻈﻟﺍ ﻦِﻣ ﺍﲑِﺜﹶﻛ ﺍﻮﺒِﻨﺘﺟﺍ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺎﻳ
ﹶﺃ ﻢﺤﹶﻟ ﹶﻞﹸﻛﹾﺄﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺃ ﺐِﺤﻳﹶﺃ ﺎﻀﻌﺑ ﻢﹸﻜﻀﻌﺑ ﺐﺘﻐﻳ ﻻﻭ ﻩﻮﻤﺘﻫِﺮﹶﻜﹶﻓ ﺎﺘﻴﻣ ِﻪﻴِﺧ
 ﻢﻴِﺣﺭ ﺏﺍﻮﺗ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﱠﻥِﺇ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺍﻮﹸﻘﺗﺍﻭ)١٢(
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan
janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang
suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah
kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.
(QS. Al-Hujuurat : 12)11
Dalam kasus yang sudah dijelaskan penulis di atas mengenai pembatalan
perkawinan dengan nomor : 1433/Pdt.G/2008/PA.Jombang yang intinya
perkawinan dibatalkan karena istrinya masih terikat perkawinan dengan orang




lain, di sini akibatnya ialah terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang
dibatalkan oleh Pengadilan Agama.
Walaupun menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia anak ini
mempunyai status yang jelas, yaitu bernasabkan kepada kedua orang tuanya akan
tetapi menurut hukum Islam anak yang lahir dari pembatalan perkawinan tersebut
masih kontroversi. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu anak syubhat jadi,
anak itu bisa dinasabkan kepada orang tuanya atau hanya dinasabkan kepada
ibunya saja.
Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah disebut anak zina. Anak
itu secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi ia hanya
memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya.
Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak di luar nikah adalah
anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yaitu dibuahi
ketika ayah dan ibunya dalam status tidak menikah.
Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan tidak sah, atau anak
yang dilahirkan dari hubungan dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang
bukan suami istri, kemudian salah satu atau keduanya masih terikat dalam suatu
perkawinan dengan orang lain.12
Sedangkan menurut penulis sendiri kasus di atas ialah merupakan anak zina
karena hukum islamnya sudah jelas, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang
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tidak sah adalah merupakan anak zina, dan tidak mungkin perkawinan yang tidak
sah bisa melahirkan anak yang sah.
Penulis mengharapkan bahwa status anak menurut Undang-undang
perkawinan harus dibedakan menjadi 2, yaitu :
1. Anak dinasabkan kepada kedua orang tuanya selama terjadi pernikahan, baik
perbikahan itu sah ataupun tidak sah, pengertian tidak sah disini adalah bahwa
suami istri benar-benar tidak sengaja untuk melakukan pernikahan yang
dianggap tidak sah atau bahwa suami istri benar-benar tidak sengaja
meninggalkan salah satu syarat-syarat pernikahan beserta rukun-rukun
pernikahan.
2. Anak dinasabkan kepada ibunya saja walaupun sudah terjadi pernikahan
antara orang tuanya, dan pernikahannya dihukumi tidak sah, pengertian tidak
sah disini adalah bahwa suami istri sengaja untuk melakukan pernikahan yang
jelas-jelas tidak sah atau pernikahan yang diharamkan atas suami istri








Dari beberapa uraian dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pembatalan perkawinan No. 1433/pdt.G/2008/PA Jbg terjadi karena para
pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Sebab diketahui bahwa Sulastri masih terikat perkawinan dengan laki-laki
yang bernama Sampon, maka Kepala Kantor Urusan Agama yang bernama
Rohim melaporkan perbuatan perempuan tersebut ke Pengadilan Agama
Jombang. Kemudian Pengadilan Agama memenggil dan memeriksa
Pemohon dan Termohon untuk memutuskan perkara tersebut dengan
putusan yang seadil-adilnya.
2. Dasar hukum yang digunakan sebagai pijakan hakim untuk membatalkan
perkawinan adalah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.
Pertama, bukti-bukti otentik yang dibawa oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Jombang yaitu foto copy akta nikah Sulastri dengan seorang laki-
laki yang bernama Sampon, foto copy akta nikah Sulastri dengan seorang





3. Status hukum terhadap anak dari pembatalan perkawinan menurut Undang-
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa
anak tersebut tetap dinasabkan kepada kedua Orang Tuanya karena hukum
itu tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang
dibatalkan tersebut. Sedangkan menurut hukum Islam bahwa anak itu
hanya dinasabkan kepada ibunya saja karena terlahir dari perkawinan yang
tidak sah, maka disebut dengan anak luar nikah.
B. Saran-saran
1. Bagi calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan,
hendaklah mengetahui hakekat pernikahan dan saling mengenal terlebih
dahulu sehingga tidak akan terjadi pembatalan perkawinan.
2. Bagi pejabat yang sudah mengetahui fenomena yang kurang baik tentang
pernikahan, maka sebaiknya pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk
memberikan solusi dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam
kehidupan rumah tangga, hendak memberikan jalan terbaik supaya perkara-
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